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Salah satu masalah dalam pengembangan profesionalisme sumber daya manusia selama ini adalah terkait 
dengan persoalan peta tematik batas wilayah 10 Kecamatan Kota Samarinda. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
memberikan pelatihan tentang penggunaan GPS dan pengolahan data menggunakan software autodesk map. 
Pelatihan ini diikuti oleh para staf kelurahan dan kecamatan Kota Samarinda, sebanyak 50 orang. Metode yang 
digunakan adalah 1) Pemberian pengetahuan teoritis dan praktis tentang pengambilan serta pengolahan data; 
2) Penugasan pembuatan batas perwilayah; 3) Presentasi hasil di lapangan; dan 4) Output (peta batas). Hasil 
kegiatan adalah: p ertama, semua peserta kegiatan pelatihan ini sangat antusias, bersemangat, dan mempunyai 
motivasi yang tinggi mengikuti pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan batas. Kedua, peserta kegiatan yang 
berhasil membuat peta batas sejumlah 25 orang atau 50% dari 50 peserta. Ketiga, kualitas peta termasuk 
kategori cukup baik. Mereka menemukan perbedaan bentuk peta batas antara versi Bappeda Kota Samarinda 
dan pengambilan data lapang. Pada Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda berdasarkan data lapang dari staf 
Kelurahan Bugis bentuk peta batas lahan hampir menyerupai peta batas lahan Bappeda Kota Samarinda selisih 
2,5 ha, dikarenakan Bappeda Kota Samarinda tidak memasukkan Stadion GOR Segiri sebagai area Kelurahan 
Bugis yang seharusnya dimasukkan sebagai peta batas. Hasil peta dari para staf kelurahan Kecamatan 
Samarinda Kota dirapatkan kembali oleh pihak camat dan lurah untuk ditetapkan sebagai peta Kecamatan Kota 
Samarinda dan di printout A0 dipajang dimasing-masing kantor kelurahan yang berada di Kecamatan Samarinda 
Kota. 
 




One of the problems in the development of human resource professionalism so far is related to land issues 
(boundaries). The purpose of this activity is to provide training on the use of GPS and processing data using 
Autodesk map software. The training was attended by the village and sub-district staff of Samarinda City, as 
many as 50 people. The method used is 1) giving theoretical and practical knowledge about data collection and 
processing 2) assignment of making land boundaries per area, 3) presentation of results in the field and 4) output 
(boundary map). The results of this activity were: First, all participants of this training activity were very 
enthusiastic, enthusiastic, and had high motivation to take part in the implementation of the second boundary 
land making training activity, the participants who succeeded in making a land boundary map of 25 people or 
50% of 50 participants. Third, the quality of the maps is quite good. They found differences in boundary map 
shape between version Samarinda City Bappeda and field data collection. Based on field data from the Bugis 
Kelurahan staff, the shape of the land boundary map in the Bugis sub-district in Samarinda almost resembles the 
land boundary map of Samarinda City of 2.5 ha, because Samarinda City Bappeda does not include the Segiri 
GOR Stadium as an area of Bugis sub-district that should be included as a map of the border. The map results 
from Samarinda Kota sub-district staff were recombined by sub-district and sub-district lurah to be determined 
as a map of sub-district Kota Samarinda and displayed in the A0 printout in each of the kelurahan offices located 
in sub-district Samarinda Kota. 
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Indonesia merupakan negara yang berada 
pada kawasan yang sangat cepat berkembang 
karena secara geografis berada pada jalur 
perdagangan dunia (Pasific Ocean Rim dan Indian 
Ocean Rim) (Brenner et al. 2012; Bradter et al. 
2019; Ampadu et al. 2020). Meskipun begitu, 
Indonesia juga tidak diuntungkan secara geo-
grafis karena terletak pada kawasan pertemuan 
tiga lempeng tektonik yang mengakibatkan 
wilayahnya rawan akan bencana (Brown et al. 
2013; Chen et al. 2019; Cobb & Oliver 1997). Oleh 
karena itu, Indonesia harus memiliki suatu 
perencanaan yang strategis dalam penataan 
wilayahnya sebagai alat bantu dalam perumusan 
kebijakan dan pengambilan keputusan (Doyle et 
al. 1998; Gad & Kusky 2006; García-álvarez et al. 
2019). Salah satunya dengan cara menampilkan 
informasi-informasi yang terdapat di daerahnya 
ke dalam peta sebab dengan peta kita dapat 
memperoleh informasi yang kita butuhkan dalam 
konteks keruangan dengan lebih efisien dan 
efektif (Hobbs & Chan 1990; Kabiri et al. 2018; 
Hossain & Meng 2020). Sebagai peta dasar 
pelatihan digunakan peta yang dibuat oleh 
Bappeda Kota Samarinda 2011‒2031.  
Peta dasar maupun data informasi spasial 
lainnya memiliki peran yang sangat strategis 
dalam menjaga keutuhan suatu negara, pe-
rencanan serta pengawasan pembangunan, dan 
penataan ruang. Akan tetapi, hingga kini 
kesadaran pemerintah dan masyarakat akan 
manfaat dan pentingnya peta masih sangat 
rendah (Malczewski 2004, Koshkarev et al. 2008; 
Lu et al. 2011). Padahal, Indonesia saat ini 
merupakan satu-satunya Negara yang memiliki 
Undang-Undang tentang Informasi Geospasial 
Nasional (UU IG-N), yaitu Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2011. Indonesia juga memiliki Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan 
ruang, namun sayangnya kedua Undang-Undang 
tersebut masih belum diimplementasikan 
dengan baik oleh pemerintah maupun masya-
rakat. Di Indonesia maupun banyak negara 
berkembang lain, perencanaan tata ruang sudah 
merupakan alat pemerintahan baku yang dibuat 
secara berkala pada tingkat nasional, propinsi, 
kabupaten dan bahkan kelurahan, akan tetapi 
alat ini seringkali kehilangan makna dan 
fungsinya dikarenakan oleh pendekatan dan 
proses pembuatannya yang tidak tepat (Mason et 
al. 2013; Mitchell et al. 2018; Mitchell et al. 2018).  
Hal ini banyak disebabkan oleh kurangnya 
kapasitas maupun keterampilan sumber daya 
manusianya, kurang kondusifnya kebijakan yang 
ada, serta kurangnya integrasi antar sektoral. 
Akibatnya, dapat terjadi tumpang tindih alokasi 
yang bisa mengakibatkan konflik antar pe-
mangku kepentingan dan program-program 
pembangunan yang tidak efisien (Puhr et al. 
2014; Ottosen et al. 2020; Petrognani & Robert 
2020). Seperti kebanyakan daerah lainnya di 
Indonesia, Kecamatan Kota Samarinda Provinsi 
Kalimantan Timur, masih menyajikan informasi 
geospasialnya dengan belum memenuhi kaidah 
kartografi yang berlaku. Padahal berdasarkan 
perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RT/RW) akan di kelurahan 
menjadi pusat perkotaan melalui program Zonasi 
yang akan mengarahkan daerah tersebut dan 
sekitarnya bertransformasi menjadi kota yang 
besar. Artinya akan terjadi banyak perubahan 
pada Kecamatan tersebut demi menunjang 
program pemerintah tersebut (Rafaelli et al. 
2001; Ryu et al. 2014; Smith 2016; Sardi & 
Pulungan 2019).  
Penyajian informasi geospasial yang baik 
merupakan hal yang sangat penting dilakukan 
oleh kedua pemerintahan tersebut guna ter-
capainya pembangunan yang berkelanjutan 
(Wang 2005; Steiniger & Hunter 2013; Thomas et 
al. 2015; Suyadi et al. 2017). Dalam konteks ini 
pemerintah kelurahan memerlukan adanya suatu 
sistem basis data yang memadai. Hal ini meliputi 
pengetahuan lokal maupun formal mengenai 
penghidupan masyarakat, fungsi biofisik dan 
sumber daya manusia (Zaslavsky 2003; Yu et al. 
2015; Dall’Agnol et al. 20200). Data-data seperti 
kesesuaian batas, iklim, pemukiman, populasi, 
pasar, jalan, penggunaan batas serta peru-
bahannya, dan penunjukan kawasan merupakan 
data penunjang yang sangat diperlukan dalam 
proses perencanaan yang memerlukan sistem 
yang padu. Dengan suatu sistem informasi 
geospasial yang terpadu antar setiap kelurahan 
maka perencanaan strategis terkait tata ruang 
dan wilayah dapat diintegrasikan satu sama 
lainnya (Zeilhofer & Topanotti 2008). Maka 
peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber 
daya manusia dalam hal ini perangkat kelurahan 
dan teknologi pendukungnya merupakan hal 
yang mutlak dilakukan demi tercapainya pem-
bangunan yang berkelanjutan (Zaslavsky 2003).  
Peta yang dihasilkan oleh perangkat 
kelurahan masih banyak yang belum memenuhi 
kaidah kartografi dan juga banyak yang belum 
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menampilkan informasi geospasial secara 
optimal pada petanya (Yu et al. 2015). Masalah 
lainnya juga dapat terlihat pada informasi 
geospasial yang ditampilkan pada peta yang 
dihasilkan oleh kelurahan masing-masing belum 
mencakup keseluruhan informasi yang terdapat 
pada kelurahan yang bersangkutan. Selain itu 
sistem informasi geospasial kelurahan terpadu 
harus dapat dilakukan oleh para perangkat 
kelurahan secara berkelanjutan (Dall’Agnol et al. 
20200). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 
kapasitas dan keterampilan sumber daya untuk 
menyajikan informasi geospasial dengan baik 
dalam bentuk peta (Wang 2005). Tujuan dari 
kegiatan untuk memberikan keterampilan 
kepada perangkat kelurahan dalam membuat 
peta sesuai dengan kaidah kartografi dan dapat 
menyusun serta menampilkan informasi 
geospasial daerahnya di dalam peta yang 
berguna membantu perencanaan dan pengem-
bangan kelurahan masing-masing di masa depan 
(Thomas et al. 2015). Sehingga, dapat tercipta 
suatu sistem informasi geospasial kelurahan 
terpadu yang dijalankan oleh pemerintah 
kelurahan secara mandiri dan berkelanjutan.  
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu 
perangkat kelurahan dalam membuat peta sesuai 
dengan kaidah kartografi dan dapat menyusun 
serta menampilkan informasi geospasial dengan 
baik (Suyadi et al. 2017). Selain itu diharapkan 
terciptanya suatu sistem informasi geospasial 
kelurahan yang terpadu dari kemandirian 
pemerintah kelurahan tersebut (Steiniger & 
Hunter 2013). Sehingga, kebutuhan pemerintah 
maupun masyarakat tersedianya informasi 
geospasial yang baik dapat terpenuhi. Secara 
fisik, hasil dari kegiatan ini diharapkan 
menghasilkan (Smith 2016): a) Modul pelatihan, 
berisi tutorial tentang membuat peta sesuai 
dengan kaidah kartografi dan penyusunan serta 
penyajian informasi geospasial pada peta; b) CD 
tutorial, berisi tentang software pemetaan digital 
Map Source dan Autodesk Map, modul pelatihan 
yang berbentuk softcopy, dan juga video tutorial 
tentang pembuatan peta sesuai dengan kaidah 
kartografi. CD tutorial ini juga berisi cara 
penyusunan dan penyajian informasi geospasial 
yang baik; c) Peta batas administrasi Kota 
Samarinda, berisi tentang peta yang dihasilkan 
saat pelatihan oleh perangkat kelurahan peserta 
pelatihan mengenai informasi kelurahannya; dan 
d) Papan informasi, menampilkan peta yang 
dihasilkan saat pelatihan yang berisi informasi 
geospasial kelurahan agar dapat diakses oleh 
masyarakat dengan mudah.  
Kegiatan pelatihan membuat peta ber-
dasarkan kaidah kartografi dan penyusunan 
informasi geospasial untuk perangkat kelurahan 
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut (Sardi & Pulungan 2019): a) Meng-
hasilkan perangkat kelurahan yang memiliki 
keterampilan membuat peta berdasarkan kaidah 
kartografi dan penyusunan informasi geospasial 
yang baik; b) Kelurahan yang mengikuti pe-
latihan dapat menyajikan informasi geospasial 
kelurahannya dengan lebih lengkap dan efisien; 
c) Mempermudah masyarakat atau orang yang 
memerlukan informasi geospasial kelurahan 
tersebut secara lebih lengkap; d) Meningkatakan 
antusiasme dan kepercayaan masyarakat ter-
hadap kemajuan pembangunan kelurahannya; e) 
Terciptanya suatu sistem informasi geospasial 
yang baik dan terintegrasi antara kelurahan yang 
satu dengan kelurahan lainnya; f) Membantu 
analisis informasi spasial kelurahan guna penen-
tuan rancangan arah pembangunan kelurahan; g) 
Membantu pengambil kebijakan pada perangkat 
pemerintahan yang lebih tinggi dalam me-
ngambil keputusan terkait berbagai pemecahan 
masalah kelurahan; dan h) Sebagai wadah 
aktualisasi diri mahasiswa dalam bekerjasama 
dan kemandirian demi kepentingan masyarakat.  
Kecamatan Samarinda Kota memiliki 59 
kelurahan dan 10 kecamatan. Pada Kecamatan ini 
sedang terjadi proses transformasi dari 
kelurahan ke perkotaan yang mengakibatkan 
terjadinya perubahan pada kondisi dan perilaku 
masyarakatnya (Ryu et al. 2014). Misalnya kita 
dapat melihatnya pada perubahan pola 
penggunaan tanahnya yang dahulu batasnya 
banyak digunakan sebagai batas pertanian dan 
perkebunan sekarang banyak berubah menjadi 
jalan dan bangunan-bangunan (Rafaelli et al. 
2001). Sistem kepemilikan tanah juga banyak 
terjadi perubahan akibat banyaknya terjadi 
migrasi penduduk dari luar Kota Samarinda dan 
sekitarnya ke daerah ini (Puhr et al. 2014). Hal ini 
kita dapat kita lihat pada banyaknya tanah 
warisan penduduk asli yang dijual kepada para 
pendatang atau pihak-pihak lainnya yang ten-
tunya akan mendorong pembangunan aktivitas 
fisik di daerah tersebut (Petrognani & Robert 
2020). Perbedaan hasil diambil dilapangan 
dengan peta batas dibuat oleh Bappeda Kota 
Samarinda dirapatkan oleh Camat Samarinda 
Kota dan Lurah (Gambar 1). 
Akan tetapi, upaya yang seharusnya dilakukan 
dalam mengantisipasi peningkatan pem-
bangunan yang terjadi tidak sejalan dengan 
usaha pemerintah kelurahannya dalam menye-
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diakan informasi geospasial yang mengikuti 
perkembangan wilayahnya (Ottosen et al. 2020). 
Pada beberapa kelurahan yang terdapat di 
Kecamatan Kota Samarinda masih menampilkan 
informasi geospasial kelurahannya dengan be-
lum memenuhi kaidah kartografi yang berlaku 
sehingga masyarakat akan sulit menangkap 
dengan baik informasi geospasial yang disajikan 
(Mitchell et al. 2018). Sarana penyajian informasi 
geospasialnya juga masih terbatas dan kurang 
mencukupi demi tersajinya informasi spasial 
yang baik (Mason et al. 2013).  
 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Menggambar peta batas Kota Samarinda 
dimaksudkan agar staf Pemerintahan Kota 
Samarinda dapat menggambarkan tata letak 
unsur-unsur yang terdapat pada batas di atas 
media kertas agar secara transparan dapat 
diketahui oleh masyarakat luas tentang kondisi 
dan situasi aktual batas Kota Samarinda, lebih 
lanjut peta tersebut dapat dipergunakan sebagai 
alat bantu dalam perencanaan rehabilitasi dan 
pengembangan pemanfaatan batas Kota 
Samarinda. Unsur batas yang digambarkan oleh 
staf Pemerintah Kota Samarinda pada peta batas 
didasarkan pada kondisi yang ada di lapangan. 
Untuk menghindari konflik status batas yang 
dapat diakibatkan oleh hasil peta batas hasil 
pelatihan ini, maka proses penggambaran peta 
batas, termasuk saat pengukuran batas di 
lapangan, kelompok Staf Pemerintahan Kota 
Samarinda yang melaksanakan pemetaan batas 
perlu didampingi oleh perangkat desa/ 
kelurahan. 
 
Tempat dan waktu pelatihan. 
Pelatihan dilaksanakan selama ± 12 (Dua 
Belas) bulan yang dimulai dari bulan Januari 
sampai dengan Desember yang bertempat di 
Kota Samarinda. Pelatihan melibatkan Seluruh 
SKPD Pemerintahan Kota Samarinda. 
 
Peralatan Dan Bahan. 
Peralatan dan bahan untuk menggambar peta 
lahan disesuaikan dengan tahap pelaksanaannya. 
Alat bahan pengukuran adalah kertas HVS 
ukuran A4 untuk membuat tabel pengukuran di 
lapangan, kertas glossy A0 dan dibingkai untuk 
mencetak hasil final pengukuran, clip board 
(papan landasan untuk mencatat pengukuran di 
lapangan) untuk tabel pengukuran, pensil HB, 
rautan pensil, karet penghapus, GPS Navigasi 
Garmin 76 CSX (Gambar 2). 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dilaksanakan di 10 Kecamatan Kota Samarinda. 
Metode pelaksanaan kegiatan berupa:  
 Metode ceramah khususnya terkait dengan 
pemahaman terhadap penggunaan GPS; 
proses penyusunan pencatatan data lapangan; 
dan proses pengolahan data lapangan; 
 Metode pemberian tugas pembuatan peta 
presisi sesuai dengan kaidah kartografi. 
Pelaksanaan kegiatan melibatkan kelompok 
sasaran para staf kelurahan dan kecamatan 
Kota Samarinda. (Gambar 3). 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada 
tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan UU Darurat 
No. 3 Tahun 1953, Lembaran Negara No. 97 
Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah-
daerah Tingkat II Kabupaten/kotamadya di 
Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II 
Samarinda terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu 
Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan 
Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi 
Kalimantan Timur No. 18/SK/TH-Pem/1969 dan 
 
Gambar 1 Rapat dengan camat dan lurah. 
 
 
Gambar 2 GPS 76 CSX. 
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SK No. 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak 
tanggal 1 Maret 1969, wilayah administratif 
Kodya Dati II Samarinda ditambah dengan 4 
kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sanga-
Sanga, Muara Jawa dan Samboja (luas sekitar 
2.727 km²).  
Saat ini pembagian kecamatan di Samarinda 
tidak termasuk Sanga-Sanga, Muara Jawa dan 
Samboja, ketiganya masuk dalam Kabupaten 
Kutai Kartanegara. Setelah PP No. 38 Tahun 1996 
terbit, wilayah administrasi Kodya Dati II 
Samarinda mengalami pemekaran, semula terdiri 
dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan, yaitu 
Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, 
Samarinda Utara, Samarinda Ilir, Samarinda 
Seberang, dan Palaran. 
Pemekaran kecamatan kembali dilakukan 
seiring dengan pertumbuhan penduduk yang 
cukup pesat dan pelayanan masyarakat yang 
semakin meningkat. Kecamatan-kecamatan di 
Samarinda yang semula berjumlah 6, kini 
dimekarkan menjadi 10 kecamatan, 4 kecamatan 
hasil pemekaran tersebut antara lain: Kecamatan 
Samarinda Kota, Loa Janan Ilir, Sambutan, dan 
Sungai Pinang. Peresmian kecamatan tersebut 
dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010. 
Jadi, secara administratif Kota Samarinda dibagi 
menjadi 10 kecamatan dan 53 kelurahan. Ada 
pun pada tahun 2014 kelurahan di Samarinda 
bertambah enam sehingga menjadi 59 kelurahan. 
Indikator keberhasilan kegiatan pelatihan dari 
sisi proses ini, juga tampak dari hasil evaluasi 
yang didasarkan pada taraf respons peserta, 
mengenai kebermanfaatan kegiatan pelatihan 
yang diikuti, dengan dengan empat kategori 
yakni, sangatbermanfaat (81%), bermanfaat 
(19), kurang bermanfaat (0), dan tidak 
bermanfaat (0), sebagaimana dapat dilihat pada 
Tabel 1.  
Produk peta batas batas yang dihasilkan dapat 
disampaikan, yakni bahwa dari sisi presisi dan 
akurasi pengolahan data yang berhasil 
diselesaikan oleh para staf kelurahan dan 
kecamatan, dapat dikategorikan kurang, sebab 
hanya terkumpul 25 orang atau 50% dari 50 
peserta yang ada. Sementara itu terkait dengan 
sisi kualitasnya, peta batas batas yang dihasilkan 
tersebut termasuk dalam kategori cukup baik. 
Hasil koordinat data lapang yang diambil 
dengan menggunakan GPS 60 CSX (Tabel 2). 
Indikator dari kualitas yang cukup baik 
tersebut, diantaranya tampak dari keterbatasan 
terkait dengan pengambilan data lapang, 
pengolahan data dengan menggunakan Microsoft 
excel dan ditransfer datanya ke Autodesk Map 
untuk melihat hasil pengukuran. Crosscheck data 
dapat juga menggunakan citra Quickbird. Terjadi 
perbedaan bentuk wilayah batas di 5 kelurahan 
Samarinda Kota. Batas yang paling terlihat 
perbedaannya adalah Kelurahan Sungai Pinang 
Luas antara versi Bappeda dengan pengambilan 
data lapang oleh staff kelurahan (Gambar 4). 
Batas yang paling mirip dengan dengan peta 
batas Bappeda Kota adalah Kelurahan Bugis, 
meskipun masih dapat selisih seluas 2,5 ha 
karena Stadion Segiri tidak dimaksukkan ke 
dalam wilayah Kelurahan Bugis oleh pihak 
Bappeda (Gambar 5). Berdasarkan data hasil 
berupa produk peta batas batas dari kegiatan 
pelatihan, baik dari sisi kuantitas maupun kua-
litas tersebut, dapat disampaikan bahwa semakin 
menguatkan betapa pentingnya pengambilan 
data lapang sesuai dengan kaidah kartografi, 






Dari sisi proses pelatihan pendampingan 
pembuatan peta tematik termasuk dalam 
kategori baik, dengan indikator diantaranya 
kehadiran peserta yang mencapai 100%, semua 
tampak sangat antusias, bersemangat, dan 
mempunyai motivasi yang sangat tinggi 
mengikuti pelatihan. Fenomena tersebut, dise-
babkan oleh tingkat kebutuhan atau kepentingan 
 
Gambar 3 Pengambilan data lapangan. 
 







86‒100 Sangat bermanfaat 81 
66‒85 Bermanfaat 19 
36‒65 Kurang bermanfaat 0 
0‒35 Tidak bermanfaat 0 
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para staf kelurahan dan kecamatan terkait adanya 
kompetensi pengambilan data lapangan dan 
pengolahan, sebagai salah satu bagian dalam 
peningkatan profesionalisme mereka. Kemudian 
dari sisi hasil produk, berupa peta batas yang 
dihasilkan baik dari sisi kuantitas dan kualitas, 
termasuk dalam kategori baik. Dari sisi kuantitas 
atau peta batas yang berhasil diselesaikan dan 
diserahkan kepada tim pelaksana kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat, hanya ber-
jumlah 25 buah atau 50% dari 50 peserta. Dari 
sisi kualitasnya dapat disampaikan bahwa, peta 
batas yang dihasilkan dalam kategori cukup baik. 
Ada beberapa kekurangan yang masih perlu 
mendapatkan perhatian terkait peta batas yang 
dihasilkan, misalnya adalah terkait dengan cara 
pengambilan data lapangan, pengolahan data 
dengan program Microsoft excel, transfer 
koordinat ke Autodesk Map dan koreksi citra 
Quikbird. Staf yang dikirim pada saat pelatihan 
bukanlah bidang pemerintahan, khususnya 
bidang pemetaan. Jadi penguasaan pada materi 
pelatihan sangat minim. 
 
Tabel 2 Formulir pengukuran GPS 
Laboratorium geodesi program studi geoinformatika Halaman 1 
Proyek  Tapal batas Cuaca  Mendung  
Lokasi  Kelurahan Pasar Pagi Surveyor Syamsul Anwar, SE 
Jenis alat Garmin 60 CSX Recorder  Siti Amanah, SE 
No. Seri alat  Tanggal  10 Juli 2013 
 
Point  Easting Northing  Elevation  Estimated accuracy Description  
p1 516704 9945189 13 3,9 Perbatasan pelabuhan 
p2 516666 9945199 18 3,2 Perbatasan Basuki Rahmat 
p3 516660 9945215 17 3,9 Titik tengah Rumah Sakit Derajat 
p4 516643 9945197 20 3,0 Simpangan derajat lampu merah 
p5 516657 9945185 15 3,9 Simpang derajat agnesti 
p6 516620 9945029 19 3,9 Jalan Telen Tengah br PU 
p7 516622 9945031 20 3,7 Belakang rumah Dinas PU 
p8 516634 9945021 14 3,7 Tengah jalan Telen 
p9 516611 9944976 19 4,0 Gang 4 Abdul Hasan  
p10 516598 9944943 02 6,1 Gang 5 Abdul Hasan 
p11 516563 9944856 15 5,2 Gang 8 Abdul Hasan 
p12 516544 9944865 19 4,2 Gang 8 dinding belakang Senyiur 
p13 516525 9944800 22 4,2 Gang H Masri samping Senyiur 
p14 516468 9944797 16 3,2 Jalan Abdul Hasan 
p15 516459 9944770 16 3,5 Tapal batas di Pancang 
p16 516456 9944765 19 3,5 Tengah simpul Panegoro 
p17 516490 9945239 19 4,0 Gang 3 Jalan Basuki Rahmat 
p18 516496 9945202 23 4,9 Gang 3 Dalam 
p19 516379 9945163 29 8,0 Belakang Rumah Sakit Bakti Nugraha 
p20 516389 9945155 20 3,0 Dinding Kuburan Muslim 
p21 516332 9945111 19 5,0 Sudut Tembok Kuburan 
p22 516336 9945032 25 5,0 Dinding Tembok Kuburan 
p23 516335 9945004 19 3,2 Sudut Tembok Kuburan 
p24 516341 9944981 21 4,0 Perbatasan RT 24 Asrama 
p25 516341 9944909 18 4,5 Perbatasan RT 15 Asrama 
p26 516339 9944893 18 3,5 Perbatasan RT 15 Asrama 
p27 516338 9944866 18 4,5 Sudut Perbatasan Bugis 
p28 516297 9944876 18 4,1 Sudut Perbatasan Bugis 
p29 516256 9944865 20 4,0 Belakang Sekolah SD 
p30 516222 9944850 19 6,6 Samping Sekolah SD 
p31 516163 9944669 18 3,5 Perbatasan Jalan Jambrut 
p32 516152 9944673 15 4,0 Perbatasan Jalan Virus 
p33 516146 9944664 19 3,4 Perbatasan Jalan Virus 
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